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BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN No. 0985/Pdt.G/2011/PASm.

TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Aga Tentang
Mut’ah dan Nafkah Iddah.

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikanrkape
perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menielasperkara mereka
secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adartysan pengadilan
saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara kasreara tuntas,
melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanbkan

Sehingga prosedur paling akhir dari suatu perkard&Pehgadilan
Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setigprgperang masuk ke
pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusag gaadil-adilnya.
Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsurahufan nafkah iddah
juga menginginkan keadilan, karena perceraian ytengdi akibat adanya
talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuagate ketentuan Pasal 41
(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penkaw pengadilan
dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk menaveribiaya
penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajilzani &epada mantan
isterinya, hal ini karena setiap manusia membutaltiaya untuk hidup tidak

terkecuali isteri yang sedang menjalani masa idsihingga kebutuhan akan

! Ridwan Syahrini,Buku Materi Dasar Hukum Acara PerdatBandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2000, hal. 151.
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hidup itu harus tetap terjamin. Adapun cara pemtsayaut'’ah dan nafkah
iddah setelah putusan Pengadilan Agama, mengarautcaia yaitu secara
sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban megarbanut'ah dan
nafkah iddah bersedia melaksanakan putusan Peagadijama tanpa
paksaan, hal ini akan memudahkan semua pihakateeupihak isteri yang
mempunyai hak mut’ah dan nafkah iddah, dan yang&el@éngan cara paksa
memalui proses eksekusi oleh pengadil&fksekusi merupakan cara terakhir
karena di dalamnya mengandung paksaan.

Pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan nfsgatidak
dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri karenaahutian nafkah iddahnya
tidak dibayarkan oleh suami, sehingga mut'ah dafkamaiddah tersebut
dapat dimohonkan eksekusi, adapun jenis eksekusig yherkaitan
pembayaran mut'ah dan nafkah iddah adalah ekselmsbayaran sejumlah
uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200dEiRPasal 208-218
R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pgarba sejumlah uang,
berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlahgueepada Penggugat
dengan jalan menjual lelang harta kekayaan TerguBegitu juga terkait
putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya ib&a@j suami
menjalankan atau membayar hak isteri berupa mdeahnafkah iddah, maka
suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dij@an maka cara
membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kelaysuami, hal ini

dilakukan bukan atas dasar merampas hak harta sadam tetapi untuk

*> Abdul MananPenerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peeadidgama,
Jakarta: Kencana, Cet- 3, 2005, hal. 314.
* Ibid., hal. 320.
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mengambil hak isteri yang tidak dibayarkan olehnsiuberupa mut'ah dan
nafkah iddah.

Eksekusi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah di &#laopn Agama
akan melalui beberapa tahapan yaiRermohona eksekusi, membayar biaya
eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, ggameperintah eksekusi,
pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaramiptaan lelang,
penetapan hari lelang, penetapan syarat lelangfldan price tata cara
penawaran, pembeli lelang dan menentukan pememeamybayaran harga
lelang barang hasil sita eksekusi mut'ah dan naitdah. Tata cara tersebut
dilakukan agar sesuai peraturan yang ada sehindgia melanggar hukum
serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hakdiak yang telah

diceraikan berupa mut’ah dan nafkah iddah.

Analisis Pelaksanaan Dan Upaya Pengadilan Agama Seamang dalam
Putusan No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Mut'ah adaNafkah Iddah
Mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban damtara suami
kepada isteri yang telah diceraikan, hal ini mekapasuatu etika karena pada
cerai talak pihak suami yang berkeinginan untukcdei atau putus
perkawinan dengan isterinya. sehingga sebagai pegahin atau imbalan
walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewkan tetapi mut'ah dan
nafkah iddah bisa sedikit meringankan beban hidefik& menjalani masa

iddah dan bisa menjadi penggembira bagi isteri ydicgraikan. Dengan

* Musthofa,Kepaniteraan Peradilan Agamdakarta: Kencana, cet-1, 2005, hal. 112.
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merujuk pada kepentingan nafkah bagi isteri yardpisg menjalani masa
iddahnya, maka tepat kiranya dalam sistem hukurkapenan di Indonesia,
jika suami akan menceraikan isterinya ia harus nagmub sejumlah uang
sebagai wujud pemberian nafkah, maskan dan kisst@h.i Pemberian ini
diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaarpitek isteri.

Putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajilsaami untuk
memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap igteng telah diceraikan,
hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan olaidang-undang
membebani suami untuk memberikan mut'ah dan naikdah terhadap
isteri, itu artinya hakim karena jabatannya dapanemtukan mut'ah dan
nafkah iddah dan nafkah sesuai keadilan, sedangkaebila terjadi
perselisihan berkaitan besaran jumlah mut'ah ddkahaiddah hakim dapat
menentukan jumlahnya.

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedajejameristeri
sebagai termohon dapat mengajukan permohonan kép&ta agar selama
proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dtétapkan mut'ah dan
nafkah iddah yaitu melalui gugataekonvensiatau gugatan balik, gugatan
rekonvenstersebut terletak di dalam eksepsi atau jawalramoteon.

Rekonvensiyang diajukan isteri sebagai pihak termohon dalam
perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak memyadturan hukunkarena
selama berlangsungnya gugatan perceraian atas ipenaro penggugat atau
tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan ngtwdnharus ditanggung

oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untukjamein pemeliharaan
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dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perituk menjamin
terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersilal ini didasarkan
pada pasal 136 ayat (2) KHI jo pasal 24 ayat (2NBP® Tahun.1975. Dan
sesuai dengan aturan pasal 123 (a-b) HRonvensdiajukan bersama-sama
dengan jawaban atas permohonan dari pihak termatandiajukan secara
lisan ataupun tulisan, keduanya diperbolehkan yaegjadi inti adalah isi
gugatan rekonvensi masih dalam lingkup wewenangdian Agama Jadi
sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkah Bidu berapa mut'ah
dan nafkah iddah yang harus dibayar suami kepatesi isetiap bulan.
Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakimdakualui putusan pokok
perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mehgig@ada kedua belah
pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatikum tetap, hal
ini dilakukan hakim untuk menjamin pembayaran muttan nafkah iddah
harus diberikan oleh suarhi.

Proses pelaksanaan perkara No. 0985/Pdt.G/201 1R Arerupakan
perkara permohonan cerai talak berupa konpenskahafsteri menjadi
rekonpensinya. Pada prinsipnya isteri berkebenatéuk dicerai tetapi suami
tetap berniat untuk bercerai, maka sudah sepatigtga menuntut agar hak-
haknya berupa mut’ah dan nafkah iddah isteri deteé&acerai. Perkara cerai
talak ini menjadi keinginan pihak suami yang merigatkan adanya mut’ah
dan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh suapada isteri yang telah

diceraikan.

®> Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakimgadilan Agama Kelas IA
Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.
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Pada perkara ini telah dilakukan upaya damai olejeid Hakim
namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga prpseeriksaan perkara
dilanjutkan dan menjadikan Majelis Hakim yang meksar perkara ini
memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak isyang telah
terpenuhinya alasan untuk melakukan perceraian, tanyata tidak
berlawanan dengan hukuhtal ini yang menjadikan perkara tersebut dapat
diputus, karena memiliki dasar hukum yang kuatk lb@ilam undang-undang
perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Komplagium Islam.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerd talak hanya
berdasar unsur-unsur perceraian, tetapi juga berdaada keadilan dan
keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak yancptae karena jika
diceraikan akan lebih mengurangi madharat.

Meski Majelis Hakim memutus akan lebih baik jikerderai, hakim
selalu berusaha agar terjadi perdamaian di antaeaghak, tidak terkecuali
tentang bentuk dan jumlah mut'ah dan nafkah iddahgyharus diberikan
suami kepada isteri yang ditalak, hal ini menjaéntng karena untuk
melindungi hak-hak isteri yang diceraikan. Dalamkpea ini Majelis Hakim
juga mengabulkan gugatan rekonpensi isteri dengambabankan suami
untuk memberikan nafkah kepada isteri yang tel@lerdikan selama masa
iddah sebagai konpensasi akibat adanya percer&ameriksaan yang
dilakukan hakim Pengadilan Agama Semarang terhesla@mvensisteri pun

telah sesuai dengan aturan yang ada. Majelis Haldak begitu saja

® Hasil wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, Stk{id Pengadilan Agama Kelas
IA Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.
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mengabulkan tuntutan isteri sebagaimana dalam pgeEmamnya sebelum
mendengar keterangan dari pihak suami (termohobpdgse jawaban atas
gugatan isteri tersebut.

Dalam menghadapi tuntutan isteri, hakim membebsteirii dengan
mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabdakanannya. Sebab
yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang dituitiut bebas dari
tangggungan, dan penuntut wajib membuktikan keadaany berlawanan
dengan dasar ini.

Jumlah mut'ah dan nafkah iddah memang tidak adankein baik
dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indongsig memuat aturan
Undang-undang Perkawinan di Indonesia, oleh kartmamemutuskan
jumlah mut'ah dan nafkah iddah para hakim Pengadiigama Semarang
berbeda-beda putusan antara perkara beda dengars kasg sama.
Besarnya mut’ah dan nafkah iddah yang dikabulkagatéung pada faktor
permintaan isteri dan pertimbangan suami dalam mahisya, yang
terpenting mut'ah dan nafkah iddah tersebut tidalatlu sedikit, karena akan
menyengsarakan isteri namun juga tidak terlalu akngehingga tidak
menyusahkan suami.

Hukum Islam hanya mengenal konsep ma'ruf dalam tppae
jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibaysams. Agar dapat
menghasilkan putusan tentang besar kecilnya mdéahnafkah iddah sesuai
dengan konsep ma'ruf dalam hukum Islam, maka t@pddranya bagi para

hakim Pengadilan Agama Semarang menggunakan berpaganbangan.
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Disamping pertimbangan kedua belah pihak, hakima jugmpertimbangkan
lokasi tempat tinggal isteri selama masa iddahryatinsebab mut’ah dan
nafkah iddah adalah tergantung belanja hidup dusteempat dengan tempat
lain berbeda sehingga keadaan dan kebiasaan yargkibedi suatu
masyarakat menjadi faktor pertimbangan.

Cara yang ditempuh oleh hakim dalam menetukan mmuzan nafkah
iddah adalah dengan menanyakan kepada para pihgkogaperkara. Karena
tidak semua pihak sepakat mengenai bentuk dan fumlat’ah dan nafkah
iddah tersebut, seperti perkara ini pihak isterrmméga mut'ah dan nafkah
iddah yang cukup besar, akan tetapi pihak suaik tdenyanggupi sehingga
sudah menjadi hak hakim untuk menentukan jumlatkaiafyang harus
dibayarkan oleh suami kepada isteri yang telahrdikan. Hakim mengambil
pertimbangan sesuai dengan kepatutan penghasilami,skarena tidak
mungkin membebankan mut’ah dan nafkah iddah igtarg telah diceraikan
kepada suami melebihi kemampuan suami tersebut.

Cara hakim melihat kemampuan dan kepatutan suamalune
pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya ydipgroleh dari
pengakuan suami (pemohon), isteri (termohon), daa gaksi yang telah
diambil sumpahnya terlebih dahulu, akan tetapi ldiamu dari para pihak
dalam perkara ini bersepakat mengenai jumlah mufah nafkah iddah
untuk mempercepat proses perkara, sehingga hakilamdanemutus
mengenai mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan kksgmapara pihak, hal

ini merupakan langkah positif karena adanya kesdpakpara pihak.
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Terjadinya kesepakatan atau perdamaian atau telgqntung kepada
para pihak yang berperkara dan upaya hakim dalandameaikannya. Islam
menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihamgate melalui
pendekatanishlah’, oleh sebab itu tepat bagi para Hakim Pengadigama
untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab lagaapun adilnya
suatu putusan, pasti akan lebih adil hasil putitsalperupa perdamaian.

Perdamaian bersama mengenai bentuk dan jumlah mddia nafkah
iddah pada perkara No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm, 8Beketerangan dari
kuasa hukum pemohon adalah perdamaian yang didepéia kedua belah
pihak merupakan terobosan atau penyelesaian pegiarg baik, karena
untuk membuat perkara tidak berlarut-larut, yangtakaya perdamaian
adalah bentuk dan jumlah pembayaran mut’ah darahatidah, akan tetapi
dalam perkara ini pihak suami tidak membayarkanahuian nafkah iddah
sesuai dengan kesepakatan, yaitu pihak suami ngkaginkesepakatan
tersebut dan tidak membayarkan mut’ah dan nafkdhhigang menjadi hak
isteri.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim ydomggtujuan
untuk menjamin kepastian pembayaran mut’ah dan ahafikdldah yang
merupakan hak-hak isteri setelah bercerai, upagatiat dilakukan sebelum
suami mengucapkan ikrar talaknya terhadap isté?edigadilan Agama.

Hak ex officio yang diberikan pada hakim Pengadilan Agama,

merupakanlex specialisdari asas peradilan perdata yang melarang hakim

menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntatj memberikan lebih dari
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yang diminta, sebagaimana yang diatur dalam pagal ayat (3) HIR.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk terwujudnya pelieergang adil dan ihsan
dan agar mantan isteri yang akan diceraikan suamjapgan sampai
menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuharphigh.

Upaya sebelum ikrar talak suami di depan sidangyadifan, yaitu
dilakukan dengan cara pembayaran mut'ah dan naftdbh di depan
persidangan atau meitipkan pada kasir Pengadilaamaguntuk diserahkan
kepada pihak isteri, atau menunda sidang pengudépmntalak jika suami
(pemohon) menunda membayar mut’ah dan nafkah iddah.

Pelaksanaan pembayaran mut’ah dan nafkah iddahosf mantan
suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putmeampunyai kekuatan
eksekutorigl yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau ddak&an.
Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepala putusag lyarbunyi:Demi
keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Pada perkara ini setelah putusan berkekuatan huletap maka
ditentukan PHS (penetapan Hari Sidang) sidang itadak pertama para
pihak tidak hadir pada hari sidang yang telah tliteam, karena pihak suami
belum mampu membayar dalam waktu yang cepat. Derdganikian
pelaksanaan sidang ikrar talak akan menunggu pghuemi melapor ke
Pengadilan Agama bahwa pihak suami telah mampkuma&mbayar mut’ah
dan nafkah iddah. Akan tetapi setelah mendekatnelmalan ternyata pihak
suami belum melapor, sehingga pihak isteri mel&lilasa hukumnya dari

pada mengulang perkara dengan mengajukan gugatankee pengadilan,
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maka diadakan kesepakatan yang intinya pembayardfahmdan nafkah
iddah dilakukan setelah sidang ikrar tafeketelah ada kesepakatan tersebut,
pihak suami melapor ke Pengadilan Agama Semaraihgk widang ikrar
talak, waktu lapor dari suami yaitu kurang darilBain sejak PHS pertama,
karena suami melapor pada waktu kurang 1 hari batéds enam bulan.
Apabila melebihi enam bulan maka akan dianggapkrijembali karena
putusan dianggap kedaluarsa dan putusan Pengaddjema tersebut batal
jika tidak segera dilaksanakan.

Perkara cerai talak yang berakibat pada pembayaratah dan
nafkah iddah isteri tersebut di Pengadilan AgamenéBang pada waktu
sidang ikrar talak pihak isteri atau kuasa hukumtigak hadir, meskipun
demikian sidang ikrar talak tetap dapat dilaksanakarena pada dasarnya
sidang ikrar talak tetap dapat dilaksanakan tambadiran pihak isteri sesuai
ketentuan Pasal 70 ayat 5 Undang-undang No. 7 TE®&ex
“ Jika isteri telah mendapat panggilan secara sahuapatut, tetapi tidak
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim waki)rmaka suami atau
wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa haganistri atau
wakilnya”.

Perkara ini dalam putusannya secara strukturah teitaksanakan
karena diktum utama berupa ikrar talak sebagaiatle&il adanya perceraian
telah dilaksanakan, maksudnya adalah pada putestnat beberapa diktum

atau perintah yang ditetapkan oleh Majlis Hakimitwada diktum pokok

sebagai hasil dari perkara pokok dan ada dikturtdiklain sebagai yang

" Wawancara dengan pihak Termohon dan Edy Sepjanféniasa Hukum Termohon) ,
pada tanggal 23 Desember 2012.
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mengikuti atau konsekuensi adanya diktum pdkaleperti dalam perkara
cerai takak yang berakibat konsekuensi mut’ah dskai iddah ini diktum
pokoknya telah dilaksanakan vyaitu ikrar talak aketapi yang menjadi
persoalan adalah tidak dilaksanakannya pembayantiaimdan nafkah iddah
oleh suami yang seharusnya menjadi hak bagi i@ telah diceraikan.

Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan putudaargéri belum
sepenuhnya, karena diktum yang menyatakan kewaji@mi untuk
memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istemgyelah diceraikan
belum dilaksanakan, maka terkait mut'ah dan nafklslah tersebut dapat
dimintakan eksekusi oleh isteri yang dirugikan kadadilan Agama.

Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap be&as gang tidak
menjalankan kewajibannya pada masa iddah istgameung dari bekas isteri
itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepamadilan Agama atau
tidak. Dalam perkara ini isteri memilih tidak meglathan perkara, dan tidak
mengajukan permohonan eksekusi meskipun hak-hakely@m terpenuhi.
Adapun upaya Pengadilan Agama semarang setelamgsikiar talak terkait
perkara ini adalah menyarankan pihak isteri unt@nhgajukan permohonan
eksekusi, karena eksekusi hanya bisa dilakukanpatasohonan pihak yang
merasa dirugikan.

Mengingat perkara ini memiliki jumlah mut'ah darfkeh iddah yang
cukup besar suami yang tidak mau membayar kontaralmadan nafkah

iddah, seharusnya suami meminta keringanan pihalgu#ian agar dapat

® Wawancara dengan Drs. Wahyudi, SH, MSi (Hakim Peimya Agama Kelas 1A
Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.
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dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolhksebab secara hukum
tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembaysa. Pertimbangan
lain karena mut'ah dan nafkah iddah biasanya dibagaara berkala untuk
tempo waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atatu minggu sekali
sehingga pembayaran nafkah iddah untuk tiga bukmajarnya tidak
sekaligus dibayar dan mut’ah dalam waktu sewajarnya

Untuk mempermudah pembayaran mut'ah dan nafkathigeaugas
keuangan atau kasir di Pengadilan Agama Semarangdapat tugas
tambahan selain yang diatur dalam pola Bindalmienm{naan dan
Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama), yai&merima pembayaran
mut’ah dan nafkah iddah oleh suami yang kemudiderdian lagi kepada
pihak isteri setelah ia ditalak dalam sidang iki@iak. Tugas seperti ini
meskipun tidak diatur dalam Undang-undang tetage jidak menyalahinya,
sebab langkah ini dilakukan untuk tujuan yang muP&nerapan aturan
tersebut dimaksudkan untuk mencegah kebohongamdsiiang serta cara
agar isteri mendapatkan mut’ah dan nafkah iddahsd@aminya. Seharusnya
hal ini menjadi dasar dalam perkara munt'ah darkatafiddah ini harus
dibayarkan melalui kasir Pengadilan Agama walawgudah ada kesepakatan
antara pihak pemohon dan termohon dilakukan setgldding ikrar talak,
untuk mencegah dari tidak dibayarkanya mut'ah d#hkah iddah.

Adapun penundaan sidang yang dilakukan Majelis iHaRengadilan
Agama Semarang jika isteri keberatan ditalak sebeainenerima haknya,

maka hal tersebut tidak melanggar aturan. Sebamgidcrar talak sebagai
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perwujudan eksekusi ikrar talak, boleh dilakukarpadgun selama tidak
lebih dari enam bulan semenjak putusan mempunyaigtan hukum tetap.
Sebagaimana dalam pasal 70 ayat (6) UU No.7 Th.§888 berbunyi:

“Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejaitapkan hari sidang
penyaksian ikrar talak, tidak menghadap sendirivatéddak mengirimkan
walinya meskipun telah mendapatkan penggilan sesatadan patut, maka
gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan percertidak dapat diajukan
lagi berdasarkan alasan yang sama.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa waktu lkada dari
sidang penyaksian ikrar talak adalah enam bulahingga sidang yang
ditunda tidak melanggar hukum. Penundaan ini dimakasn sebagai usaha
pencegahaifpreventiv)agar suami dapat melaksanakan kewajiban sebelum
mendapat haknya. Kewajiban suami adalah membay#aidan nafkah
iddah, hak suami adalah diperkenankanya ia menistk

Kalau menganalisa terhadap tindakan suami yangk tibesa
membayar mut’ah dan nafkah iddah secara tunai, @@musudah jatuh
tempo dan ia tetap tidak dapat melunasinya makabdsan yang bisa
menjadikan solusi bagi pembayaran mut’ah dan nafttdadh adalah hakim
akan melakukan pendekatan persuasif yaitu pendeksgaara baik-baik
dengan pihak pemohon menanyakan apa pekerjaannya bdsapa
penghasilannya, kalau ternyata mantan suami masglimb sanggup
membayar karena penghasilannya terbatas, maka hakan menyuruh
mantan suami untuk mengeluarkan dompetnya di hadapdang dan

menanyakan berapa isi uang yang ada di dompethgaasg dan setelah itu

hakim menyuruh mantan suami untuk mengeluarkan nyangserta
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memberikannya kepada mantan isterinya, memang tikrkua hakim
melakukan hal tersebut namun hal tersebut jikagataterpaksa dapat
digunakan.

Hal tersebut diatas dilakukan tentunya atas pgtsatukedua belah
pihak dan tidak ada paksaan dan biasanya istemhsadpat menerima
dengan penuh pengertian dan keikhlasan karena akeam perceraian yang
terjadi di Pengadilan Agama Semarang berlatar belgkekonomi. Jika
kedua belah pihak telah sepakat maka sidang akamjutkan seperti biasa,
tapi kalau belum terjadi kesepakatan dan pihak &edasih tetap meminta
agar segera diberikan mut'ah dan nafkah iddahny&amaakim akan
memberikan informasi tentang berbagai kemungkinangyakan dihadapi
oleh para pihak, serta mengemukakan saran dan galug harus dilakukan
agar kemungkinan buruk dapat dihindari, karena gieksekusipun suami
tidak memiliki apa-apa. Apa yang dilakukan oleh ilakersebut tidak
bertentangan dengan hukum. Sebab pada asasnyagedws&im harus
membantu para pihak karena dalam perkara perdatgaBiégan membantu
para pencari keadilan, dan berusaha sekeras-kerasmngatasi segala
rintangan dan hambatan, untuk dapat tercapainyadii@n yang sederhana,
cepat dan biaya ringan, yang didasarkan pada pasadlt (2) Undang-undang

No0.14 Th.1970 jo pasal 58 ayat (2) Undang-undang mh.1989.



